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Pengembalian TGR Sekretariat DPRD
Rpll,4 Harus Tuntas

KEPAHIANG - Sudah ditangani ke-
jaksaan seiring diserahkannya Surat
Kuasa Khusus (SKK), Tunitutan Ganti
Rugi (TGR) mencapai Rpl1,4 miliar
di sekretariat DPRD Kepahiang harus
tuntas tahun ini juga.

Jika berlarut, dikhawatirkan akan
menimbulkan kerugian negara yang
jauh lebih besar. Apalagi pada bulan
ini akan ada pergantian hampir se-
bagian besar anggota DPRD.

Tokoh pemuda dan mahasiswa
Kabupaten Kepahiang, Kurnia Eja
Putramengapresiasilangkah Pemkab
Kepahiang dalam hal ini Inspektorat
Daerah melayangkan SKK terhadap
temuan di Sekretariat DPRD kepada
Kejari Kepahiang.

Kejari tentu memiliki langkah-
langkah tegas, sehingga TGR di
sesuai dengan temuan BPK RI dapat
dikembalikan sepenuhnya ke kas
daerah.

“TGR di Setwan mesti tuntas ta-
hun ini juga. Jangan berlarutl-larut.
Apalagi bulan ini juga kan akan ada
perubahan anggota DPRD yang se-
bagian besar merupakan muka-muka
baru," kata Kurnia.

Ketua Umum HMI Komisariat
UMBE II mengkhawatirkan kerugian
negara yang ditimbulkan akan jauh
lebih besar jika kemudian proses SKK
terhadap TGR di Setwan ini tak tuntas.

“Ini juga bisa menjadi perhatian
bagi OPD lainnya yang juga tercatat
wajib TGR oleh BPK. Tuntasnya
proses SKK di Serwan akan men-
jadi contoh yang baik penyelesaian
temuan BPK di Kabupaten Kepahiang
secara umum,” papar Kurnia.

Dari keterangan Inspektorat Daerah
sebelumnya diketahui, SKK hanya
dilayangkan untuk 1 0PD saja dalam
hal ini Sekretariat DPRD dan sisanya
merupakan individu yang jumlahnya
tak kurang dari 50 orang.

Sesuai hasil Laporan Hasil Pemer-
iksaan (LHP)atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023
dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI perwakilan Provinsi Beng-
kulu, sejumlah temuan didapati
pada Sekretariat DPRD Kabupaten
Kepahiang.

Diantaranya, belanja perjalanan di-
nas tak sesuai ketentuan Rp2,4 miliar,
yangmasih menyisakan Rp928,01 juta
belum ditindaklanjuti.

Lalu, kelebihan pembayaran ako-
modasi penginapan Rpl,25 miliar
yang masih menyisakan Rp923,77
juta belum ditindaklanjuti

Sebagaimana tertuang dalam Per-
aturan Badan Pemeriksa Keuangan
Nomor 2 tahun 2010 tentang Peman-
tanan Pelaksanaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas
telah disebutkan bahwa Tindak lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disampaikan kepada BPK paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah
laporan hasil pemeriksaan diterima”

Artinya, tenggat waktu tersebut
hanya tersisa tak lama lagi jika men-
gacu saat diterimanya LHP atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) TA 2023 dari BPK RI
Perwakilan provinsi Benglulu kepada
Bupati Kepahiang, sejatinya sudah
berakhirsejak 3 Mei 2024 lalu. (oce)



